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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 
NOMOR 12  TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN ZAKAT 
 
 

I.   UMUM 

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim 
berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang 

berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang 
dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi 
masyarakat khususnya di Kabupaten Majene, oleh karenanya 

pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung 
jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas 
dan terarah. 

 
Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu 

wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan dibidang 
agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 

meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat 
beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan 
berbangsa dan bernegara. 

 

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan sedekah perlu 
terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta 
dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga organisasi 

pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas. 
 

Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat sehingga 
dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka 
perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil 

zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Zakat.  
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1  
 Cukup Jelas 

Pasal 2 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah 
pengelola zakat harus dapat dipercaya 

  Huruf b 

 Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah 
pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik 
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 Huruf c 

 Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah 
pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya 
dilakukan secara adil. 

  Huruf d 
 Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” 

adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan 
kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. 

  Huruf e 

 Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah 
pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis 
dalam upaya meningkatkan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
  Huruf f 

 Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah 
pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan 
diakses oleh masyarakat. 

 
Pasal 3 

    Cukup Jelas 
Pasal 4 

     Cukup Jelas 

Pasal 5 
 Cukup Jelas 
Pasal 6  

 Cukup Jelas  
Pasal 7 

 Cukup Jelas 
Pasal 8 
 Cukup Jelas 

Pasal 9  
 Cukup Jelas 

Pasal 10  
 Cukup Jelas 
Pasal 11  

 Cukup Jelas 
Pasal 12 
     Cukup Jelas  

Pasal 13  
  Cukup jelas. 

Pasal 14  
 Cukup Jelas 
Pasal 15  

 Cukup Jelas 
Pasal 16  
 Cukup Jelas 

Pasal 17  
 Cukup Jelas 

Pasal 18  
 Cukup Jelas 
Pasal 19  

 Cukup Jelas 
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Pasal 20  

 Cukup Jelas 
Pasal 21  
 Cukup Jelas 

Pasal 22  
 Cukup Jelas 

Pasal 23  
 Cukup Jelas 
Pasal 24  

 Cukup Jelas 
Pasal 25  
 Cukup Jelas 

Pasal 26  
 Cukup Jelas 

Pasal 27  
 Cukup Jelas 
Pasal 28  

 Cukup Jelas 
Pasal 29  

 Cukup Jelas 
Pasal 30  
 Cukup Jelas 

Pasal 31  
 Cukup Jelas 
Pasal 32  

 Cukup Jelas 
Pasal 33  

 Cukup Jelas 
Pasal 34  
 Cukup Jelas 

Pasal 35  
 Cukup Jelas 

Pasal 36  
 Cukup Jelas 
Pasal 37  

 Cukup Jelas 
Pasal 38  
 Cukup Jelas 

Pasal 39  
 Cukup Jelas 

Pasal 40  
 Cukup Jelas 
Pasal 41  

 Cukup Jelas 
Pasal 42  
 Cukup Jelas 

Pasal 43  
 Cukup Jelas 

Pasal 44  
 Cukup Jelas 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 38. 


